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               PERATURAN DIREKTURJENDERAL
     SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

                  NOMOR : 168/DIRJEN/2011

                         TENTANG

  KODE ETIK PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN
              PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan aparat Pemerintah yang
                  bersih dan berwibawa, diperlukan standar perilaku pegawai
                  untuk meningkatkan kompetensi, transparansi, dan integritas,
                  disiplin pegawai Direktorat Jenderal Sumber Daya dan
                  Perangkat Pos dan Informatika;

              b.bahwa dalam upaya untuk meningkatkan standar perilaku
                  aparatur Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos
                 dan Informatika sebagai bagian dari pegawai Kementerian
                  Komunikasi dan Informatika diperlukan Kode Etik Pegawai di
                  lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat
                  Pos dan Informatika;

              c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
                  dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur
                  Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
                 tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal
                  Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
                  Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
                  1974 Nomor : 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor : 3041) sebagaimana telah diubah dengan
                  Undang-undang Nomor : 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
                  Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 169, Tambahan
                  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3890);

              2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang
                  Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,
                  Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
                  Tahun 1999 Nomor: 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
                  Indonesia Nomor: 3851);


























